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Abstrak . - Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan daerah serta terpenuhinya kebutuhan wajib
yang bersifat mendesak, khususnya untuk pembayaran
administrasi pinjaman daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Sambas Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025;

- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah
sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah
Tingkat 1l Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi
Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
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tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024
tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus
Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis
Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan
Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun
Anggaran 2025;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025
tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah
Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025
Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun
2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor
81);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor
56);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 5 Tahun 2025



tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025
Nomor 5);

26. Peraturan Bupati Sambas Nomor 82 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang
Melampaui Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten
Sambas Tahun 2022 Nomor 82);

27. Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 93) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan
Keenam atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran
2025 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025
Nomor 23);

28. Peraturan Bupati Sambas Nomor 51 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran
2025 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025
Nomor 51) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Sambas No. 56 Tahun
2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Sambas No. 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 56);

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini
adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian postur pendapatan daerah bertambah sebesar
Rp3.465.000.000,00 sehingga jumlah pendapatan setelah
perubahan menjadi Rp2.127.670.770.802,00;

2. Perubahan rincian belanja daerah menjadi
Rp2.210.304.632.279,00 yang dialokasikan pada Belanja
Operasi (Rp1,53 triliun), Belanja Modal (Rp363,97 miliar),
Belanja Tidak Terduga (Rp325 juta), dan Belanja Transfer
(Rp310,42 miliar);



Catatan

5.

. Ketentuan pembiayaan daerah neto sebesar

Rp82.633.861.477,00 (Penerimaan Pembiayaan Rp231,23
miliar dikurangi Pengeluaran Pembiayaan Rp148,60 miliar),
sehingga SiLPA setelah perubahan tetap sebesar Rp0,00;

. Perubahan rincian anggaran belanja pada Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) Badan Keuangan Daerah (Kode
5.02.0.00.0.00.02) untuk  menampung pemenuhan
pembayaran administrasi pinjaman daerabh;

5. Perubahan lampiran ringkasan dan rincian APBD yang
menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 24 Desember
2025 dan diundangkan pada tanggal 24 Desember 2025;
Mengubah Peraturan Bupati Sambas Nomor 51 Tahun 2025
tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2025 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup Sambas
Nomor 56 Tahun 2025.



